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  ABSTRAK 

Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyadang 

Disabilitas di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

empiris, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan), yang 

kemudian diambil dari fakta-fakta empiris yang diambil dari hasil wawancara 

dengan narasumber dan responden. Dengan demikian, data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yang 

mencakup hasil dari wawancara dengan narasumber dan responden, dan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Kabupaten Bantul merupakan salah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup banyak. 

Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bantul dalam melakukan pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak bagi 

penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, yang sudah diundangkan melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah 

Kabupaten Bantul telah berupaya memenuhi hak dari para penyandang disabilitas 

sesuai dengan amanat dari UUD NRI 1945. Karena setiap individu dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat 

yang sama dan sederajat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas.  

Inti pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melakukan pelayanan publik dalam 

memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, yang sudah 

diundangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kesimpulannya adalah 

pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan berbagai cara dalam 

memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas, meskipun dalam peraturan daerah 

tersebut belum mencantumkan sanksi bagi yang melanggar peraturan. 
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